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Persetujuan Lingkungan Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
Kedeputian Bidang Pengembangan lklim Penanaman Modal | | -
Jakarta, 12 Februari 2026

electric vehicle/EV, Karawang New Industri City (KNIC)
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Persyaratan Dasar Sebagai Salah Satu Reformasi Utama Dalam PBBR

%

Persyaratan Dasar Pengawasan
: grPR Mengatur mekanisme pengawasan
» PBG-SLF umum dan pengawasan khusus pada 22
sektor penyelenggara PBBR
Pernzinan oerusana Evaluasi & Reformasi
penetapan tingkat Risiko dan = Kebijakan
peritr:gkat - - R uan g Ll n g k u p K/L melaksanakan evaluasi & reformasi
usaha.
kebijakan PBBR secara berkelanjutan,
Pe n ye | en g g araan transparan, akuntabel, & mner:g::tr_\ m::‘p
PBBR -
EBB :,JKMU':U _— Pendanaan
g G, g { berdasarkan Pendanaan pengembangan Sistem 0SS

kl!“Bﬂ upnlmrslinlnal ' da::l:u bersumber dari APBN, pendanaan
zinan k Sl 5 penyelenggaraan PBBR bersumber dari
o 9 . e Peraturan Pemerintah APBN/APBD.

impor, dan neraca komoditas
Nomor 28 Tahun 2025 Penyelesaian Permasalahan

NSPK tentang Penyelenggaraan & Hambatan
Mengatur NSPK untuk PB PBBR
dan/atau PB UMKU pada 22 Menter‘kepais lembaga, gubernus. bupatiwall kota, kepals

mmmﬂ&mupﬂlmmm
wiajib menyel & slahan & bdangnya
m|mmwmwummmm

unfuk menelapkan k Lowin L v Benvclak
Wdﬂmwmmlm
mmmmmama—nmmm
p g-undangan bdak mengatur hal untuk pen yelesaian
hambatan dan permasaishan

Sanksi

sektor penyelenggara PBBR

Layanan Sistem OSS
Pengaturan 6 subsistem di OSS
(pelayanan informasi, persyaratan
dasar, PB, fasilitas, kemitraan dan

P " Mekanisme sanksi administrasi umum,
KEMENTERIAN INVESTAS! mengacu pada UU Cipta Kerja dan sanksi
L T 22 sektor penyelenggara PBBR
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Persyaratan Dasar Sebagai Prasyarat Perizinan Berusaha : Pasal 28 PP 28/2025

&5 aE Perizinan Be

Persyaratan Dasar

Terdiri dari tiga aspek yaitu; aspek yaitu aspek
ruang, aspek lingkungan dan aspek bangunan
gedung

Merupakan prasyarat bagi Pelaku Usaha sebelum
bermohon Perizinan Berusaha

Dasar Hukum baru dan lama yang menjadi acuan

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

PP16/2021
Ruang
Permen KP 28/2021
Penataan Ruang Laut
Permen LHK 7/2921 tentang Perencanaan
Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi
Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan
Hutan

PP22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan LH

PP16/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung

tentang Penyelenggaraan Penataan

tentang Penyelenggaran

Perizinan Berusaha

Terdiri dari tiga dua jenis yaitu Perizinan Berusaha
KBLI (PB KBLI) dan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha (PB Non-KBLI)

Dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha setelah
memenuhi Persyaratan Dasar

Dasar Hukum baru yang menjadi acuan

PP28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Catatan - beberapa
ketentuan persyaratan dasar dalam PP / Permen
sektor dimodifikasi sehingga memudahkan Pelaku
Usaha)

Permeninveshil 5/2025 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Fasilitas Penanaman Modal
Permen Sektor tentang Standar
Kegiatan

Usaha dan

Pengendalian &

Pengawasan

Setiap  Pelaku Usaha  wajib
memenuhi  Persyaratan  Dasar
sebelum  bermohon  Perizinan
Berusaha, namun demikian ada
kondisi tertentu di mana
persyaratan dasar tidak diwajibkan

OSS
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Kriteria Dampak LH dan Persetujuan Lingkungan : Pasal 78 ayat 3 PP 28/2025

| — p—
H S
AN
Jenis Dokumen Lingkungan Bentuk PL Kriteria Kegiatan
. SPPL SPPL Kegiatan yang tidak memiliki
Pela k.u. psaha wajib (Surat Pernyataan Kesanggupan dampak penting dan tidak
memiliki PL untuk Pengelolaan dan Pemantauan termasuk wajib Amdal atau UKL-
setiap usaha dan/atau Lingkungan Hidup) UPL.
kegiatan yang memiliki —
dampak penting atau UKL-UPL Persetujuan Pernyataan Kegiatan yang tidak memiliki
tidak penting terhadap (Upaya Pengelolaan Lingkungan Kesanggupan Pengelolaan dampak penting dan termasuk
. Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (PPKPLH) kriteria wajib UKL-UPL.
lingkungan
: Lingkungan Hidup)
Amdal Surat Keputusan Kelayakan Kegiatan yang memiliki dampak
(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SKKLH) penting dan termasuk kriteria
Lingkungan Hidup) wayjib Amdal.

O Kriteria dampak penting pada LH berpedoman pada kriteria umum yang terdapat di Pasal 23 ayat (1) UU 32/2009
O Mandat untuk mengidentifikasi dampak penting pada LH dan dampak tidak penting pada LH berpedoman pada Permen -«

KEMENTERIAN INVESTASI
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% LHK 4/2021 yang merujuk pada Pasal 23 ayat (2) UU 32/2009



Kriteria Dampak Lingkungan Hidup : Pasal 147 ayat 4, 5 dan 6 Permeninveshil 2025

Wajib Amdal Q Wajib UKL-UPL - Wajib SPPL
(Dampak Penting) ANE (Dampak Tidak Penting) - (Dampak Tidak Penting,
Paling Ringan)
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Tahapan Baku Proses Persetujuan Lingkungan : Pasal 79 PP 28/2025

U Kegiatan usaha lebih dari satu
KBLI yang terintegrasi dan
berlokasi dalam satu kesatuan | Penentuan jenis dokumen lingkungan hidup (SPPL, UKL-UPL, atau Amdal)

hamparan = pengajuan dan | 4an penapisan persetujuan teknis.
penerbitan PL mengacu pada

Tahapan Baku Proses Persetujuan Lingkungan

persyaratan pemenuhan
dokumen lingkungan yang | Pengajuan permohonan persetujuan teknis (Amdal/UKL-UPL).
paling tinggi

Pengajuan permohonan PL atau perubahan PL.

Bagi kegiatan usaha di laut yang
tidak menetap, Sistem OSS secara
otomatis  menerbitkan  SPPL Proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (Amdal, UKL-
sebagai bentuk PL, kecuali UPL, atau SPPL).

ditentukan lain dalam PUU LH.

Pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup (Amdl).

Penerbitan PL

Catatan - Tahapan penapisan jenis dokumen lingkungan hidup wajib

dilalui oleh setiap Pelaku Usaha secara mandiri untuk setiap kegiatan
% usaha, melalui Amdalnet yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
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Persetujuan Teknis Untuk Dokumen Lingkungan Hidup Amdal atau UKL - UPL

a. pemenuhan baku mutu air limbah Pasal 80 -85 PP 28/2025

b. baku mutu emisi

PENTING!!!
Tidak Gsemua Cakupap c. pengelolaan limbah B3
dokumen lingkungan Perstatmuan d. analisis mengenai dampak lalu lintas (Andalalin)
hidup waijib Teknis

Melalui sistem informasi lingkungan hidup/lalu lintas yang
terintegrasi dengan OSS

a. memerlukan Persetujuan Teknis > permohonan
Persetujuan Teknis

tidak memerlukan Persetujuan Teknis = permohonan PL

dilengkapi dengan
PergetUJuan Tek.ms. Proses
Hasil penapisan .

jenis dokumen Penapisan
lingkungan hidup b
berupa SPPL tidak :
perlu  persetujuan Permohonan
teknis. e G0y | Dalam bentuk Standar Teknis (ditetapkan

Pemerintah Pusat) atau Kajian Teknis.

Baku Mutu Air Limbah/Emisi (Kajian Teknis) SLA 30 Hari

Pengelolaan Limbah B3 (Kajian Teknis) SLA 16 Hari Jangka Waktu
Andalalin: SLA 23 Hari (bangkitan tinggi/sedang), 3 Hari Penerbitan
(bangkitan rendah) Saat ini, proses penapisan dan
pemrosesan Pertek masih belum
SLA terlampaui, Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan Prosedur Fast terintegrasi dengan Amdalnet. Ke
PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Track depannya sistem Pertek akan

terintegrasi dengan Amdalnet.

Persetujuan Teknis dapat diajukan bersamaan dengan PL jika:
1. Telah ada perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pengajuan Bersamaan
2. Pengelolaan air limbah dan limbah B3 dihasilkan dari kegiatan sendiri dengan PL

3. Rencana usaha merupakan Proyek Strategis Nasional.

KEMENTERIAN INVESTASI
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Persetujuan Lingkungan Dengan Dokumen Lingkungan Hidup SPPL atau UKL - UPL

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir SPPL

PENTING!!! PL dengan formulir SPPL melalui pernyataan mandiri oleh Pelaku Usaha
U Metode penapisan jenis dokumen
UL (D M LS S EliED SPPL terbit secara otomatis bersamaan dengan NIB
kegiatan dan besaran yang terdapat

pada Permen LHK 4/2021
U Apabila kegiatan dan besaran tidak

ditemukan, penapisan jenis dokumen Persetujuan Lingkungan dengan Formulir UKL-UPL
lingkungan hidup  menggunakan
kriteria  multisektor yang menapis Formulir UKL-UPL standar spesifik (disediakan Sistem LH)
gengan dasar luas lahan, luas lantai Formulir UKL-UPL standar (disusun sendiri oleh Pelaku Usaha) sesuai
angunan dan pemanfaatan air
baku/air tanah format peraturan
Pemeriksaan administrasi (SLA 1 Hari)
PENTING!!! Tidak benar, perbaikan (1 Hari)
Menapis kegiatan di Amdalnet yang
terintegrasi dengan Sistem OSS bukan Pemeriksaan Substansi untuk usaha tingkat:
berarti wajib menyusun Amdal atau UKL Risiko R/MR : secara otomatis melalui Sistem OSS
- i i 0 i . . o ge .
UPL. Lebih dari 90% kegiatan usaha Risiko MT/T (Standar Spesifik): SLA 3 Hari
yang ditapis di Amdalnet, dokumen . i
lingkungan hidupnya adalah SPPL Risiko MT/T (Standar): SLA 5 Hari

Jika bersamaan dengan Persetujuan Teknis: SLA 15 Hari

PENTING!!! Perbaikan (untuk Risiko MT/T) (SLA 5 Hari)

Keberadaan Formulir Standar Spesifik . . . . .
akan semakin mempercepatan proses Persetujuan/penolakan diterbitkan (SLA 2 Hari) setelah perbaikan

penerbitan PKPLH (Persetujuan .
Aoz ik e Fodang Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

hidup UKL — UPL) Lingkungan Hidup diterbitkan melalui Sistem OSS

KEMENTERIAN INVESTASI
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Persetujuan Lingkungan Dengan Dokumen Lingkungan Hidup Amdal

Tahapan Persetujuan Lingkungan
dengan Dokumen Amdal

%

Pemeriksaan Formulir
Kerangka Acuan

KEMENTERIAN INVESTASI
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Penilaian Administratif

SLA 3 Hari
perbaikan (3 Hari),
penilaian ulang (1 Hari)

Uji Kelayakan

Rekomendasi kelayakan /
ketidaklayakan

Penerbitan SK

Surat Keputusan
Kelayakan/Ketidaklayakan
ditetapkan SLA 10 Hari

Penilaian Substansi
dan Uji Kelayakan

Rapat tim uji kelayakan LH
Hasil penilaian: Berita
Acara

Perbaikan (30 Hari),
Evaluasi (10 Hari)

Tidak menyampaikan
perbaikan = dihentikan
- permohonan
kelanjutan (180 Hari)

* Penilaian Substansi, Uji
Kelayakan, Penyampaian
Rekomendasi SLA 50 hari




Persetujuan Lingkungan Dalam Kawasan : Paragraf 6 PP 28/2025

Kemudahan Proses

Risiko R dan MR, dapat memenuhi RKL-
RPL Rinci SETELAH PB terbit

X

n | In
<
“h“\. l;) m | <]
'a =2l B
 BANE Eae R
_r t gA P -
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Simplifikasi Dokumen Lingkungan

** PU menyusun RKL-RPL rinci, dilengkapi Amdal Kawasan
dan PL Kawasan berdasarkan dokumen PL Kawasan
% RKL-RPL rinci
- diperiksa dan disahkan oleh Pengelola Kawasan
- sebagai pernyataan kesanggupan pengelolaan
lingkungan hidup (persyaratan dasar PB)

Pembebasan Kewajiban Pemenuhan
Persetujuan Teknis

+» Jika tidak membuang air limbah ke badan air

+» Jika membuang air limbah melalui (IPAL) yang disediakan
oleh Pengelola Kawasan

*Catatan 2> Mekanisme Persetujuan RKL RPL Rinci bagi Pelaku Usaha hanya dapat ditempuh jika kawasan memiliki Amdal kawasan.

10



Perbandingan Formulir SPPL Dahulu dan Saat Ini

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MNomor Induk Berusaha (NIB) : 02

Mama Penanggung Jawab : IBRAHIM
Jabatan :
Alamat : KOMPLEK TANAH MAS ELOK M NO.14, Desa/Kelurahan

Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi

Mo. Telepon B
No légljj Bidang Usaha / Kegialan Lokasi Usaha

. KOMPLEK TANAH MAS BLOK M NO.14,
1|38p20  |[reatment dan Pembuangan Limbah Kepulauan Riau Batam Kota Sungai
Berbahaya Panas

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha danfatau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan

rencana tata ruang,

Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan

kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;

Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik

sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;

Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelol limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan

yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;

Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha danfatau kegiatan terhadap

aspsk transportasi,

7. B ia dilakukan pemeril lpeng 1 terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk
memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
blclang perhndungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

8. mamp tuj lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana
dengan menyusun duku'nen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur
daftar usaha dan/atau kegiatan wa]lb Amdal UKL-UPL dan SPPL; dan

9. Bersedia dihentikan usaha d ya dan dip hukum sesuai degan peraturan
parundang-undangan apabila malanggar atau tidak mamenuhl ketentuan persyaratan yang telah
ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

@ ¢ kW M

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di flian hari pat kekeliruan
ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batam, 19 April 2022
Penanggung Jawab,
tid.

Surat pernyataan ini tersimpan secara elekironik di dalam sistem 0SS sebagal bagian tidak terpisahkan dari
Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

KEMENTERIAN INVESTASI
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SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha

Nomor [nduk Berusaha (NIB) :

Nama Penanggung Jawab : BONDAN ADINUGRAHA ST

Jabatan :
Plaza Bona Indah Blok A2D4 JI. Karang Tengah Raya,

Alamat : DesaKelurahan Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakaria
Selatan. Provinsi DK Jakarta

No. Telepon : 0%

Email : adi

Dengan rinciun kegiatan usshy, jenis Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis dan Data Persetujusn
Lingkungan sebagai berikut

L JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Tingkat | Nomor Jenis = -
Ruang | pidko xwﬂmLhnxmu Y L

KBLI TP | Kegiatan | Ussha Usaha inghungan | .
Kegiztan| e | ovKU) Hidup | Livglkunsan
Hidup
alan PL4
Perdagangan Eceran f?gil]_ Cel.
Barang Dan Obat Farm Toko Menengah Baranangsiang
7. L

A2 vuke Manusia Bukan D |Obat |Rendan ;:i;_ cc. Boger PRL Amdalnet

Apotik 446 imur Prov.Jawa

L

I PERSETUJUAN TEKNIS
No. Persctujuan Teknis Wajib Wi Tekmi
1 Persetujuan Teknis Air - v Amdalnet
2 |Persctujuan Teknis Limbah B3 - Vv Amdalnet
3 |Persetupuan Teknis Emisi - v Amdalnet
4 |Persetujuan Teknis Andalalin - v Amdalnet
5 Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Ke _ v Amdalnet
Laut
. DATA PERSETUJUAN LINGKUNGAN
*  SPPL - Terbit
1. Mematuhi dan melaksanakan kegiatan ussha pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan dalam rencana
Lt ruAng;
2. Memaiuhi dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan k perundang-und. di

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan
usaha vang dilakukan sena limbah yang dihasilkan;

4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbsh sementara dan sampah domestik
sesuai dengan kegiatan usaha serta limbah dan sampah yang dihasilkan;

5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk kegiatan usaha vang
dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;

6. Bersedia untuk menyedinkan fasilitas pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal

pelaku usaha b lakuk air limbah ke badan air atau ke perairan lawt;
7. Berscdia untuk melakukan pengelolaan cmisi dalam hal ussha menghasilkan emisi seswai ketentuan yang
berlaku;

8. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak kegiatan usaha terhadap aspek

transportast;
. Bersedia dilakukan p ik ‘peng terhadap kegiatan usaha yang dilakukan untuk memastikan
ih Lingk scsuni § peraturan d d i bidang

perlindungan dan pengelolsan lingkungan hidup:

10, Bersedia memproses Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang tertera
dalam SPPL ini;

11, Bersedia memproses Persetujuan Teknis yang diwajibkan dalam SPPL ini; dan

12. Bersedia untuk:

mendapatkan tegusan tertulis;

diberhentikan kegiatan usabanya;

dikenai denda administratif;

dicabut perizinan berur-alunya: dan":llau

dikenai sanksi-sanksi lain scduai k perund, d. yang berlaku apabila

mclnn,g;,ar atan tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir

1 sampai 11.

-

nEn R

Demikian pernyatasn ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan data dukung berupa data kegiatan usaha yang welah
kami isikan‘unggah dalam sistem OS5 Apabila di kemudian hari didspati terdapat kekel ataupun ketidakak
dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

DK Jakarta, 13 November 2025
Penanggung Jawab,

tid

(BONDAN ADI NUGRAHA ST)
[0

Terbit + 13 November 2025
Diperbarui terakhir : 13 November 2025

Surat pemyataan ini tersimpan secam elcktronik i dalam sistem OSS scbagai bagisn tak terpisabkan dasi perizinan henssaba untk
Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

Catatan

R
°

R
°

R
°

K7
°

Sistem OSS saat ini mengimplementasikan satu
formulir SPPL untuk satu nomor kegiatan usaha
Formulir SPPL saat ini dilengkapi dengan informasi —
informasi penting karena statusnya sebagai dokumen
hukum yang mengikat Pemerintah dengan Pelaku
Usaha

Lebih dari 90% informasi yang tercantum dalam SPPL
merupakan produk otomasi sistem (logic dan mapping)
Kolom paling kanan dari Romawi | (Jenis DLH), dapat
menghasilkan informasi berupa SPPL, UKL — UPL atau
Amdal, sesuai hasil penapisan.

k=
=



Kemudahan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Secara Mandiri

C PENAPISAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

PENENTUAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN

08 Dashboard

= Kegiatan

%

isan ll @ Lihat Tutorial

DAFTAR KEGIATAN

Nomor Kegiatan Usaha | 2lor2PRlle s fep ce gl

Deksripsi Usaha dan/atau Kegiatan

Nomor KBLI 4101 Tingkat Risiko Rendah (R)
Sektor : PUPR Kewenangan Perizinan  : Kabupaten/Kota
Nama KBLI Pembangunan Rumah Berusaha

Khusus. Skala Usaha Usaha Kecil
Nomor Kegiatan Usaha  : 202412-0908-3439-6283-881 Alamat Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi
ID Izin 1-202412090849431508806 PKKPR 20241090834396283881 - PKKPR
Jenis ! Kegiatan Utama Darat

(® Lihat Dokumen PKKPR

Luas Lahan 20 ha

A Pemrakarsa @

|

Penapisan merupakan proses awal yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menentukan apakah permohonan Anda wajib dilengkapi AMDAL, UKL-
UPL, atau SPPL otomatis, serta menetapkan instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan (Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota).

Hasil penapisan akan diteruskan ke sistem OSS dan diproses sesuai jenis persetujuan lingkungannya. Panduan dan video tutorial dapat Anda lihat di
bawah ini

W

Jenis dokumen lingkungan Anda adalah SPPL

@ 'nputNilai Parameter (Besaran)

Sektor Jenis Usaha dan/atau Kegiatan

Nama Usaha dan/atau Kegiatan

PURR Pembangunan Rumah Khusus (Pembangunan Rurmah Khusus adalah Pernb.

{ Lengkapi nama usaha dan atau kegiatan

Masukkan nilai/besaran parameter yang akan ditapis

Pilih Besaran Parameter Besaran Satuan
Jurnlah 1 unit
Luas 001 ha

Hasil

SPPL

SPPL

Kegiatan Pendukung

iatan pendukung.

Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan Anda memiliki kegiatan pendukung*®

QO v @ Tidak

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

Kegiatan pendukung adalah kegiatan tambahan yang diperlukan untuk mendukung berjalannya kegiatan utama, seperti bangunan atau saranafpras

arana terkait. Pilih opsi ini

/7
0‘0

/7
0‘0

/7
0‘0

Penting!!!
Inputan parameter wajib dilakukan secara benar
mengacu pada data riil.
Kesalahan input parameter dapat menyebabkan hasil
penapisan menjadi false — positive, hasil penapisan
benar namun menjadi keliru secara substansi karena
data yang diinput salah.
Sistem Amdalnet yang terintegrasi dengan Sistem OSS,
saat ini belum dapat melakukan penapisan ulang,
apabila penapisan pertama false - positive.
Pengembangan integrasi Sistem Amdalnet dengan
Sistem OSS tahun 2026 akan menyasar aspek
fundamental dengan semangat reformatif.

[N
N




Kemudahan Penapisan Kewenangan PL Secara Mandiri

[—=]. Kegiatan

PENAPISAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

PENDEKATAN STUDI

TAPAK PROYEK

PENENTUAN KEWENANGAN

INFORMASI PENENTUAN KEWENANGAN

Penentuan kewenangan dalam sistem informasi Amdalnet mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 22 tahun

2025 tentang Kewenangan Penerbitan Lingkungan, Informasi lebih leng kap dapat Anda inat di bawah i,

8 Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025 I () Daftar Proyek Strategis Nasional

Pilih jika Rencana Usaha/Kegiatan Anda tercantum dalam Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025

Apakah tapak proyek Anda berlokasi di daratan dengan ketentuan?

® v O Tidax

Pilih lokasi tapak proyek
(O Tapak proyek berada di lintas provinsi
o Tapak proyek berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi

(® T=pak proyek berada di satu kabupaten/kota

Apakah tapak proyek Anda berlokasi di perairan darat?
® v O midak

Pilih lokasi tapak proyek

(O Tapak proyek berada di badan sungai atau waduk yang letaknya melintasi lebih dari satu pravinsi

() Tepak proyek berada di badan sungal atau waduk yang letaknya melintasi lebih dari satu kabupaten/kota dalsm satu pravins|

(® Tepak proyek berada di badan sungai atau waduk yang lokasinya masin berada dalam satu wilaysh kabupaten/kota

Apakah tapak proyek Anda berlokasi di perairan laut?

® v O Tidak

Pilih lokasi tapak proyek
@ Tapak proyek yang berada di perairan laut dengan jarak lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas

(O Tapak proyek yang berada di perairan laut dengan jarak kurang dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas

o
Silakan pilih pernyataan berikut ini sesuai dengan kondisi rencana usaha dan/atau kegiatan Anda
' Kegiatan berlokasi di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain
(] Hegiatan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEMENTERIAN INVESTASI

DAN HILIRISASI/BKPM
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Silakan pilih dibawah ini jika Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Anda terdapat dalam Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025 sesuai dengan
Lampiran | dan Il

Lampiran |
Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi yang dibangun eleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah

Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah

Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarmegara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah

Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarmegara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah

Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi yang dibangun oleh permerintah
pusat atau pemerintah daerah

Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah

pusat atau pemerintah daerah
Lampiran Il I

Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovins! yang dibangun oleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah

00000

Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antamegara dan antarpravinsi yang dibangun oleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah
Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah
Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah
Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah
Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah

00000=

Hasil Tapisan Kewenangan

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan Anda: Pravinsi s

Penting!!!
Secara umum penapisan kewenangan PL mengacu pada Pasal 12 PP 28/2025
Kegiatan usaha yang berlokasi lokus — lokus (matra) tertentu misalnya perairan
darat / laut dapat berbeda kewenangan PL-nya dengan di matra darat. Kesalahan
penginputan dapat menghasilkan kewenangan false - positive.
Saat ini model mappingan kegiatan di bagian 3 dan 4 murni menggunakan rujukan
Lampiran | dan Il Permen LH / Per-BPLH 22/2025
Ke depannya dengan terbitnya revisi Permen LHK 4/2021, tidak diperlukan
penginputan secara mandiri di bagian 3 dan 4.
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